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ABSTRACT 

This study analyzes the development of the halal pharmaceutical sector 

in Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia based on differences in halal 

regulations, production localization capacity, research and innovation 

ecosystems, and trade performance, referenced from the SGIE 2024/25 

report and related academic literature. The study aimed to explain 

variations in national strategies and levels of institutional readiness in 

strengthening the halal pharmaceutical industry in the three countries. 

The study employed a comparative qualitative approach with secondary 

data sources through document analysis and thematic content analysis of 

regulatory indicators, halal certification, manufacturing localization, 

research collaboration, and industrial competitiveness. The results 

indicate that Indonesia is at the stage of strengthening localization and 

import substitution with gradual integration of halal certification, 

Malaysia has more mature halal governance with export-oriented 

industrial capacity, while Saudi Arabia is in the transition phase toward 

manufacturing independence through production localization and 

technological partnerships. The study concluded that the maturity of halal 

regulations, technological capacity, and research and industrial 

integration are the main determinants of the competitiveness of the halal 

pharmaceutical sector across countries. 

 

Keywords : halal pharmaceuticals, SGIE, halal regulations, production 

localization 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Sektor farmasi halal berkembang sebagai bagian strategis dari ekonomi Islam karena 

mengaitkan pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat Muslim dengan kepatuhan terhadap 

prinsip syariah dalam bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan mutu obat 

(DinarStandard, 2024). Peningkatan perhatian terhadap transparansi rantai pasok dan kehalalan 
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eksipien mendorong konsumen Muslim untuk menempatkan sertifikasi halal sebagai 

determinan utama dalam pemilihan produk farmasi (Elgharbawy & Yusri, 2023). 

Dinamika tersebut menempatkan farmasi halal sebagai instrumen kebijakan industri 

berbasis nilai yang relevan dalam pembentukan daya saing sektor kesehatan pada tingkat global 

(Porter, 1990). 

Laporan State of the Global Islamic Economy mencatat bahwa belanja konsumen 

Muslim pada sektor farmasi mencapai US$107,1 miliar pada tahun 2023 (DinarStandard, 

2024). Nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi US$149 miliar pada tahun 2028 dengan 

tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,8 persen (DinarStandard, 2024). Pertumbuhan tersebut 

sejalan dengan penguatan kerangka regulasi halal dan ekspansi pasar layanan kesehatan di 

negara-negara dengan populasi Muslim besar (A. Rahmawati & Hasan, 2024). 

Pengembangan sektor farmasi halal dipengaruhi oleh kebijakan lokalisasi produksi obat 

strategis, khususnya pada produk biologis dan bahan baku bernilai tinggi sebagai upaya 

mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ketahanan pasok nasional 

(DinarStandard, 2024). Literatur kebijakan industri menunjukkan bahwa lokalisasi produksi 

berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas teknologi dan pembentukan struktur manufaktur 

domestik yang lebih kompetitif (Lall, 2001). Dalam konteks farmasi halal, lokalisasi juga 

berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu untuk memastikan konsistensi penerapan 

standar halal di seluruh tahapan rantai nilai industri (Tan et al., 2023). 

Penguatan regulasi dan sertifikasi halal menjadi elemen kelembagaan utama dalam 

membangun kredibilitas produk farmasi di pasar lintas negara (Rahmawati & Hasan, 2024). 

Harmonisasi standar melalui kerangka OIC-SMIIC mendorong konsistensi audit halal dan 

transparansi dokumentasi bahan dalam sistem produksi farmasi (Tan, Zailani, & Govindan, 

2023). Variasi kapasitas kelembagaan antar negara memengaruhi tingkat kepercayaan 

konsumen dan penerimaan produk farmasi halal dalam perdagangan internasional (Elgharbawy 

& Muhammad Yusri, 2023). 

Ekosistem riset dan inovasi memengaruhi kemampuan industri farmasi halal dalam 

mengembangkan formulasi baru dan meningkatkan kualitas pengujian produk (Mahadi & 

Talib, 2023). Kolaborasi antara universitas dan industri berperan dalam mempercepat alih 

pengetahuan dan integrasi hasil penelitian ke dalam proses produksi dan komersialisasi farmasi 

(Mahadi & Talib, 2023). Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penelitian farmasi 

mempercepat tahapan penemuan obat dan meningkatkan efisiensi proses eksperimental di 

tingkat laboratorium dan pengembangan awal (Mak & Pichika, 2019). 

Variasi kinerja sektor farmasi halal antar negara dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan 

industri, tingkat adopsi teknologi, dan kapasitas manufaktur nasional (Porter, 1985). Struktur 

kelembagaan dan dukungan negara terhadap pembelajaran industri menentukan posisi daya 

saing sektor farmasi dalam rantai nilai global (Lall, 2001). Perbedaan tersebut menjelaskan 

mengapa strategi pengembangan farmasi halal menghasilkan capaian yang tidak seragam 

dalam konteks kebijakan nasional yang berbeda (DinarStandard, 2024). 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menyusun kerangka analisis komparatif 

lintas negara yang mengintegrasikan indikator SGIE dengan dimensi regulasi halal, lokalisasi 

produksi, kapasitas inovasi, dan kinerja perdagangan sektor farmasi (DinarStandard, 2024). 

Pendekatan ini berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung menelaah satu negara atau satu 

aspek kebijakan secara terpisah dalam menganalisis pengembangan farmasi halal (Elgharbawy 

& Muhammad Yusri, 2023). Kontribusi utama penelitian ini terletak pada identifikasi 

hubungan struktural antara tata kelola halal dan daya saing industri farmasi dalam konteks 

kebijakan Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi (Porter, 1990). 
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KAJIAN LITERATUR  

Konsep industri farmasi halal berakar pada prinsip pengendalian bahan, proses, dan 

distribusi sesuai ketentuan syariah dalam seluruh rantai nilai produk kesehatan (Elgharbawy & 

Muhammad Yusri, 2023). Produk farmasi halal menekankan kepastian kehalalan bahan aktif 

dan eksipien, integritas proses manufaktur, serta pencegahan kontaminasi silang melalui sistem 

jaminan mutu yang terdokumentasi (Tan, Zailani, & Govindan, 2023). Pendekatan ini 

menempatkan dimensi halal sebagai bagian dari kerangka tata kelola mutu dan pembentukan 

kepercayaan konsumen dalam industri farmasi modern (Rahman, Zailani, & Musa, 2018). 

Dalam perspektif ekonomi industri berbasis nilai, sektor farmasi halal diposisikan 

sebagai bagian dari ekosistem ekonomi halal global yang mengaitkan kepatuhan regulatif 

dengan pembentukan daya saing pasar (Porter, 1990). Literatur pasar halal menunjukkan 

bahwa pertumbuhan sektor kesehatan berbasis halal dipengaruhi oleh struktur kebijakan 

publik, preferensi konsumen Muslim, dan tingkat integrasi standar halal dalam sistem industri 

nasional (Wilson & Liu, 2010). Keterkaitan antara norma halal dan struktur industri 

menjadikan farmasi halal sebagai objek analisis dalam studi ekonomi kelembagaan dan 

kebijakan industri (Lall, 2001). 

Regulasi halal dan tata kelola sertifikasi diidentifikasi sebagai determinan utama dalam 

penguatan kredibilitas industri farmasi halal di tingkat nasional dan lintas negara (Rahmawati 

& Hasan, 2024). Harmonisasi standar melalui integrasi kerangka OIC-SMIIC berkontribusi 

terhadap konsistensi audit, transparansi bahan, dan pengakuan sertifikasi dalam perdagangan 

internasional (Fischer, 2011). Studi empiris pada rantai pasok halal menunjukkan bahwa 

perbedaan kapasitas kelembagaan dan pengawasan regulatif menghasilkan variasi dalam 

tingkat kepercayaan konsumen dan kinerja pasar antar negara (Fischer, 2011). 

Kajian kebijakan industri menekankan pentingnya lokalisasi produksi dan penguatan 

kemandirian pasok sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur berbasis 

teknologi (Lall, 2001). Dalam sektor farmasi, lokalisasi produksi dikaitkan dengan peningkatan 

ketahanan pasok bahan baku aktif dan penguatan basis industri hulu di negara berkembang 

(Kaplan & Laing, 2005). Literatur rantai pasok global menunjukkan bahwa lokalisasi dan 

diversifikasi pemasok berkontribusi terhadap stabilitas produksi dan pengendalian risiko dalam 

industri farmasi lintas negara (Ivanov & Dolgui, 2020). 

Peran riset dan inovasi dalam sektor farmasi dikaitkan dengan kemampuan negara 

membangun ekosistem kolaboratif antara universitas, lembaga penelitian, dan industri 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Kolaborasi ini mendorong adopsi teknologi, peningkatan 

kapasitas pengujian mutu, dan percepatan komersialisasi hasil riset farmasi (Perkmann et al., 

2013). Dalam konteks sektor halal, integrasi riset dan kebijakan publik dipandang sebagai 

mekanisme pembentukan keunggulan kompetitif berbasis sains dan regulasi (Mahadi & Talib, 

2023). 

Transformasi teknologi kesehatan, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan, 

memengaruhi arah pengembangan farmasi melalui percepatan penemuan obat dan peningkatan 

efisiensi tahap pra-klinis (Mak & Pichika, 2019). Studi komputasi farmasi menunjukkan bahwa 

pembelajaran mesin meningkatkan akurasi seleksi kandidat senyawa dan optimalisasi desain 

formulasi (Vamathevan et al., 2019). Integrasi sistem berbasis data memperluas kapasitas 

inovasi industri farmasi dan mempercepat siklus pengembangan produk kesehatan dalam 

lingkungan persaingan global (Schneider et al., 2020). 

Laporan SGIE 2024/25 menunjukkan bahwa kinerja sektor farmasi halal bervariasi antar 

negara dalam hal kesiapan regulasi, kapasitas produksi, integrasi riset, dan orientasi 

perdagangan (DinarStandard, 2024). Variasi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan 

industri, dukungan kelembagaan, dan tingkat adopsi teknologi dalam sistem produksi nasional 

(Lall, 2001). Literatur komparatif menegaskan bahwa perbedaan struktur ekonomi dan tata 
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kelola menghasilkan konfigurasi daya saing sektor farmasi yang tidak seragam pada konteks 

kebijakan lintas negara (Porter, 1990). 

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, analisis sektor farmasi halal perlu 

mengintegrasikan dimensi regulasi halal, lokalisasi produksi, kapasitas inovasi, struktur 

industri, dan tata kelola kelembagaan sebagai variabel utama dalam studi perbandingan lintas 

negara (Elgharbawy & Muhammad Yusri, 2023). Kerangka ini mengaitkan indikator empiris 

SGIE dengan teori daya saing nasional dan pendekatan kebijakan industri untuk menilai 

pengembangan sektor farmasi halal pada tingkat global dan nasional (DinarStandard, 2024). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif deskriptif untuk menganalisis 

pengembangan sektor farmasi halal pada tiga negara. Pendekatan komparatif dipilih karena 

memungkinkan peneliti membandingkan kebijakan, struktur industri, dan capaian sektor antar 

konteks nasional secara sistematis dan berbasis kerangka analisis yang sama (Hantrais, 2009). 

Dalam konteks penelitian kebijakan dan industri, metode deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan kondisi empiris dan pola hubungan antar variabel tanpa melakukan 

manipulasi terhadap objek penelitian (Cresswell, 2018). 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif berbasis data sekunder. Menurut 

(Creswell,2018), penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena 

sosial melalui interpretasi terhadap dokumen, teks, dan konteks kebijakan. Data sekunder 

digunakan karena relevan untuk menganalisis dinamika regulasi, struktur industri, dan 

kebijakan publik pada level makro lintas negara porter(Johnston, 2017). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Bowen (2009) 

menjelaskan bahwa studi dokumentasi merupakan metode sistematis untuk menelusuri, 

menyeleksi, dan menafsirkan dokumen resmi, laporan, dan publikasi ilmiah sebagai sumber 

data penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikaji meliputi laporan SGIE, 

peraturan terkait sertifikasi halal, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan 

dengan sektor farmasi halal. 

Proses seleksi literatur mengikuti prinsip relevansi topik, kredibilitas penerbit, dan 

keterlacakan sumber ilmiah. (Snyder, 2019) menyatakan bahwa penyaringan literatur 

diperlukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kontribusi teoritis dan 

empiris yang jelas terhadap kerangka analisis penelitian. Literatur ditelusuri melalui basis data 

Google Scholar dan portal jurnal nasional untuk memastikan keterbukaan akses dan 

kemudahan verifikasi sumber. 

Indikator analisis ditetapkan berdasarkan sintesis literatur dan kerangka kebijakan 

industri sektor farmasi halal. Indikator tersebut mencakup regulasi dan sertifikasi halal, 

lokalisasi dan kapasitas produksi, ekosistem riset dan inovasi, kinerja perdagangan, serta 

dukungan kebijakan dan kelembagaan. Penetapan indikator merujulatifk pada teori daya saing 

nasional yang menekankan peran kebijakan, struktur industri, dan kapasitas teknologi dalam 

membentuk keunggulan sektor manufaktur (Porter, 1990; Lall, 2001). 

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik. (Braun & Clarke, 2006) menjelaskan 

bahwa analisis tematik merupakan metode untuk mengidentifikasi, mengodekan, dan 

mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif secara sistematis. 

Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2014). 

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber. Menurut (Cohen et al., 2018), 

triangulasi digunakan untuk membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber guna 

meningkatkan keandalan dan akmaurasi temuan penelitian. Dalam penelitian ini, triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan laporan internasional, jurnal nasional, dan dokumen 

kebijakan resmi dari masing-masing negara. 
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Batasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder yang membatasi analisis pada 

aspek kebijakan dan struktur sektor, tanpa melibatkan data primer dari pelaku industri. Namun, 

pendekatan ini tetap relevan untuk studi lintas negara karena memungkinkan pemetaan pola 

kebijakan, variasi kinerja sektor, dan tren industri dalam cakupan makro secara komparatif 

(Hantrais, 2009). 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini menganalisis perbedaan strategi pengembangan sektor farmasi halal di 

Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi dengan mengacu pada indikator regulasi halal, lokalisasi 

produksi, kapasitas inovasi, dan kinerja perdagangan. Analisis didasarkan pada data State of 

the Global Islamic Economy Report 2024/25 serta dokumen kebijakan nasional yang relevan 

untuk mengidentifikasi pola hubungan antara tata kelola kelembagaan dan daya saing industri 

farmasi halal pada konteks lintas negara (DinarStandard, 2024).  

Pendekatan komparatif digunakan untuk menelusuri bagaimana variasi desain regulasi 

dan dukungan kebijakan memengaruhi kemampuan masing-masing negara dalam membangun 

kapasitas manufaktur dan memperluas akses pasar farmasi halal. Kerangka analisis mengaitkan 

temuan empiris dengan teori daya saing nasional dan pembelajaran industri untuk menilai 

peran kebijakan publik dan kapasitas teknologi dalam pembentukan posisi sektor farmasi pada 

rantai nilai global (Porter, 1990; Lall, 2001). 

 

Tabel 1. Perbandingan Strategi Pengembangan Sektor Farmasi Halal di 

Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi 

Indikator Indonesia Malaysia Arab Saudi Implikasi Daya Saing 

Regulasi dan 

Sertifikasi 

Halal 

Sistem sertifikasi 

dikelola oleh 

BPJPH dengan 

kewajiban 

sertifikasi halal 

bertahap untuk 

produk farmasi. 

Regulasi 

menekankan 

keterlacakan 

bahan dan audit 

proses produksi. 

Sertifikasi 

halal dikelola 

oleh JAKIM 

dengan 

pengakuan 

internasional 

yang kuat. 

Standar halal 

terintegrasi 

dengan strategi 

ekspor dan 

promosi 

industri 

farmasi. 

Regulasi farmasi 

berada di bawah 

SFDA dengan 

harmonisasi 

standar halal 

melalui 

kerangka OIC-

SMIIC. 

Pendekatan 

berfokus pada 

integrasi 

regulasi 

domestik dan 

akses pasar 

regional. 

Kekuatan pengakuan 

sertifikasi dan 

konsistensi standar 

meningkatkan 

kepercayaan pasar 

internasional dan 

mempermudah akses 

ekspor produk farmasi 

halal. 

Lokalisasi dan 

Kapasitas 

Produksi 

Kebijakan 

mendorong 

produksi bahan 

baku aktif dan 

obat strategis 

untuk mengurangi 

ketergantungan 

impor. Tantangan 

masih terdapat 

pada keterbatasan 

teknologi hulu 

Industri 

farmasi 

berorientasi 

ekspor dengan 

dukungan 

klaster 

manufaktur 

dan insentif 

investasi. 

Kapasitas 

produksi relatif 

terintegrasi 

Program 

industrialisasi 

Vision 2030 

mendorong 

investasi pada 

manufaktur 

farmasi dan 

bioteknologi 

untuk 

memperkuat 

kemandirian 

pasok nasional. 

Tingkat lokalisasi dan 

kapasitas teknologi 

menentukan stabilitas 

pasok dan kemampuan 

negara untuk 

meningkatkan nilai 

tambah dalam rantai 

nilai farmasi. 
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Indikator Indonesia Malaysia Arab Saudi Implikasi Daya Saing 

dan skala 

produksi. 

dengan rantai 

pasok regional. 

Ekosistem 

Riset dan 

Inovasi 

Kolaborasi 

universitas dan 

industri 

berkembang 

melalui skema 

pendanaan riset 

nasional, namun 

integrasi hasil 

riset ke 

manufaktur masih 

terbatas. 

Hubungan 

universitas-

industri relatif 

mapan dengan 

dukungan 

kebijakan 

inovasi dan 

pusat riset 

farmasi 

terapan. 

Investasi negara 

pada pusat riset 

dan teknologi 

kesehatan 

mendorong 

adopsi teknologi 

lanjutan dan 

kemitraan 

internasional. 

Kekuatan ekosistem 

riset berkontribusi 

terhadap kecepatan 

inovasi dan posisi 

kompetitif sektor 

farmasi dalam pasar 

global berbasis 

pengetahuan. 

Kinerja 

Perdagangan 

Farmasi 

Perdagangan 

farmasi masih 

didominasi impor, 

dengan ekspor 

produk halal 

dalam tahap 

pengembangan. 

Akses pasar 

internasional 

dipengaruhi oleh 

pengakuan 

sertifikasi. 

Ekspor farmasi 

halal relatif 

kuat, terutama 

ke pasar Asia 

dan Timur 

Tengah, 

didukung 

reputasi 

sertifikasi dan 

jaringan 

perdagangan. 

Pasar domestik 

besar dengan 

peningkatan 

ekspor regional 

melalui kerja 

sama 

perdagangan dan 

harmonisasi 

standar. 

Integrasi perdagangan 

dan pengakuan standar 

menentukan 

kemampuan negara 

memperluas pangsa 

pasar dan membangun 

merek farmasi halal 

global. 

Dukungan 

Kebijakan 

dan 

Kelembagaan 

Dukungan 

kebijakan fokus 

pada kemandirian 

farmasi dan 

penguatan 

regulasi halal, 

dengan koordinasi 

lintas lembaga 

yang terus 

diperkuat. 

Kebijakan 

industri 

terintegrasi 

antara 

sertifikasi 

halal, promosi 

ekspor, dan 

inovasi 

manufaktur. 

Kebijakan 

nasional 

mengaitkan 

farmasi halal 

dengan strategi 

diversifikasi 

ekonomi dan 

pembangunan 

industri 

kesehatan. 

Koherensi kebijakan 

dan kapasitas 

kelembagaan 

memengaruhi 

efektivitas 

implementasi strategi 

dan keberlanjutan 

pengembangan sektor 

farmasi halal. 

Sumber: Diolah dari State of the Global Islamic Economy Report 2024/25 

               (DinarStandard,2024) dan dokumen kebijakan nasional masing-masing negara. 

 

Tabel komparatif di atas menyajikan gambaran perbandingan sektor farmasi halal di 

Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi berdasarkan empat indikator utama, yaitu regulasi dan 

sertifikasi halal, tingkat lokalisasi produksi, kapasitas riset dan inovasi, serta kinerja 

perdagangan. Penyajian dalam bentuk matriks bertujuan untuk memudahkan identifikasi pola, 

kesamaan, dan perbedaan struktural antar negara dalam mengembangkan sektor farmasi halal 

pada tingkat nasional dan regional. 

Secara umum, tabel menunjukkan bahwa setiap negara memiliki konfigurasi kebijakan 

dan kapasitas industri yang berbeda dalam merespons tuntutan pasar halal global. Perbedaan 

tersebut mencerminkan variasi dalam kekuatan kelembagaan, orientasi kebijakan industri, dan 

tingkat integrasi teknologi yang memengaruhi posisi sektor farmasi halal dalam rantai nilai dan 

perdagangan internasional. 
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Regulasi Halal dan Daya Saing Pasar 

Regulasi halal berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang membentuk struktur pasar 

dan menentukan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk farmasi di tingkat nasional 

dan internasional. Dalam konteks industri, sertifikasi halal tidak hanya berperan sebagai simbol 

kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai mekanisme standardisasi mutu yang memengaruhi akses 

pasar dan daya saing produk dalam perdagangan lintas negara (Rahmawati & Hasan, 2024). 

Di Indonesia, kerangka regulasi halal sektor farmasi dikembangkan melalui integrasi 

sistem Jaminan Produk Halal dengan kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dikelola 

oleh BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Studi empiris menunjukkan 

bahwa pendekatan ini memperkuat transparansi bahan baku dan dokumentasi proses produksi, 

namun juga meningkatkan kompleksitas kepatuhan bagi pelaku industri farmasi, khususnya 

pada produk yang menggunakan bahan aktif impor dan eksipien multikomponen (Lutfia et al., 

2025). Kondisi tersebut memengaruhi struktur biaya produksi dan kecepatan masuk produk ke 

pasar, sehingga berdampak langsung pada posisi daya saing industri farmasi halal domestik 

dalam menghadapi produk impor. 

Malaysia mengembangkan sistem sertifikasi halal farmasi melalui peran sentral JAKIM 

yang terintegrasi dengan kebijakan industri dan strategi ekspor sektor kesehatan. Literatur 

menunjukkan bahwa konsistensi standar dan pengakuan internasional terhadap sertifikasi halal 

Malaysia berkontribusi terhadap peningkatan akses pasar produk farmasi ke kawasan Asia dan 

Timur Tengah (Latiff et al., 2021). Harmonisasi regulasi halal dengan standar mutu farmasi 

internasional, seperti Good Manufacturing Practices dan ISO, memperkuat persepsi kualitas 

produk dan mendorong posisi kompetitif industri farmasi halal Malaysia dalam rantai pasok 

global. 

Arab Saudi menempatkan regulasi halal dalam kerangka kebijakan industri dan 

transformasi ekonomi melalui integrasi lembaga standardisasi nasional dengan kebijakan 

perdagangan dan investasi sektor kesehatan. Pendekatan ini mengaitkan sertifikasi halal 

dengan strategi lokalisasi produksi dan insentif industri farmasi dalam rangka memperkuat 

basis manufaktur nasional dan mengurangi ketergantungan impor obat strategis 

(DinarStandard, 2024). Struktur regulasi tersebut menciptakan pasar domestik yang relatif 

protektif, sekaligus membuka peluang ekspor produk farmasi halal ke negara-negara anggota 

Organisasi Kerja Sama Islam melalui mekanisme pengakuan standar regional. 

Perbedaan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sertifikasi halal menghasilkan 

variasi dalam tingkat efisiensi regulasi dan kepercayaan pasar antar negara.Studi rantai pasok 

halal menunjukkan bahwa negara dengan sistem sertifikasi yang terintegrasi dan terdigitalisasi 

cenderung memiliki waktu pemrosesan yang lebih singkat dan tingkat kepatuhan industri yang 

lebih tinggi, sehingga meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional (Khan, Haleem, 

& Khan, 2020). Sebaliknya, fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan 

regulatif dapat menurunkan kepastian usaha dan memperlemah daya saing sektor farmasi halal 

dalam perdagangan lintas batas. 

Dalam perspektif ekonomi industri, regulasi halal berfungsi sebagai bagian dari struktur 

institusional yang membentuk perilaku pelaku usaha dan pola persaingan pasar.Teori 

keunggulan kompetitif nasional menekankan bahwa kualitas institusi dan konsistensi kebijakan 

publik memengaruhi kemampuan sektor industri dalam menciptakan diferensiasi produk dan 

mempertahankan posisi dalam rantai nilai global (Porter, 1990). 

Dalam konteks farmasi halal, diferensiasi tersebut tidak hanya berbasis harga dan kualitas 

farmasi, tetapi juga pada kredibilitas sistem sertifikasi dan pengakuan standar halal di tingkat 

internasional. Literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa harmonisasi standar halal lintas 

negara dapat menurunkan biaya transaksi perdagangan dan memperluas akses pasar produk 

farmasi halal, khususnya di kawasan dengan populasi Muslim besar (Fischer, 2011).Namun, 

perbedaan interpretasi standar dan mekanisme audit antar lembaga sertifikasi masih menjadi 
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hambatan struktural dalam pembentukan pasar halal farmasi yang terintegrasi secara global 

(Elgharbawy & Muhammad Yusri, 2023). 

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi halal tidak hanya 

berperan sebagai instrumen kepatuhan normatif, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam 

pembentukan daya saing pasar sektor farmasi halal.Negara dengan sistem sertifikasi yang 

kredibel, efisien, dan diakui secara internasional cenderung memiliki posisi yang lebih kuat 

dalam perdagangan farmasi halal dan integrasi rantai nilai global dibandingkan negara dengan 

kapasitas kelembagaan yang masih berkembang. 

Regulasi Halal dan Daya Saing Pasar 

Regulasi halal berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang membentuk struktur pasar 

dan menentukan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk farmasi di tingkat nasional 

dan internasional. Dalam konteks industri, sertifikasi halal tidak hanya berperan sebagai simbol 

kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai mekanisme standardisasi mutu yang memengaruhi akses 

pasar dan daya saing produk dalam perdagangan lintas negara (Rahmawati & Hasan, 2024). 

Di Indonesia, kerangka regulasi halal sektor farmasi dikembangkan melalui integrasi 

sistem Jaminan Produk Halal dengan kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dikelola 

oleh BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Studi empiris menunjukkan 

bahwa pendekatan ini memperkuat transparansi bahan baku dan dokumentasi proses produksi, 

namun juga meningkatkan kompleksitas kepatuhan bagi pelaku industri farmasi, khususnya 

pada produk yang menggunakan bahan aktif impor dan eksipien multikomponen (Lutfia et al., 

2025). Kondisi tersebut memengaruhi struktur biaya produksi dan kecepatan masuk produk ke 

pasar, sehingga berdampak langsung pada posisi daya saing industri farmasi halal domestik 

dalam menghadapi produk impor. 

Malaysia mengembangkan sistem sertifikasi halal farmasi melalui peran sentral JAKIM 

yang terintegrasi dengan kebijakan industri dan strategi ekspor sektor kesehatan. Literatur 

menunjukkan bahwa konsistensi standar dan pengakuan internasional terhadap sertifikasi halal 

Malaysia berkontribusi terhadap peningkatan akses pasar produk farmasi ke kawasan Asia dan 

Timur Tengah (Latiff, Zakaria, & Man, 2021). Harmonisasi regulasi halal dengan standar mutu 

farmasi internasional, seperti Good Manufacturing Practices dan ISO, memperkuat persepsi 

kualitas produk dan mendorong posisi kompetitif industri farmasi halal Malaysia dalam rantai 

pasok global. 

Arab Saudi menempatkan regulasi halal dalam kerangka kebijakan industri dan 

transformasi ekonomi melalui integrasi lembaga standardisasi nasional dengan kebijakan 

perdagangan dan investasi sektor kesehatan. Pendekatan ini mengaitkan sertifikasi halal 

dengan strategi lokalisasi produksi dan insentif industri farmasi dalam rangka memperkuat 

basis manufaktur nasional dan mengurangi ketergantungan impor obat strategis 

(DinarStandard, 2024). Struktur regulasi tersebut menciptakan pasar domestik yang relatif 

protektif, sekaligus membuka peluang ekspor produk farmasi halal ke negara-negara anggota 

Organisasi Kerja Sama Islam melalui mekanisme pengakuan standar regional. 

Perbedaan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sertifikasi halal menghasilkan 

variasi dalam tingkat efisiensi regulasi dan kepercayaan pasar antar negara. Studi rantai pasok 

halal menunjukkan bahwa negara dengan sistem sertifikasi yang terintegrasi dan terdigitalisasi 

cenderung memiliki waktu pemrosesan yang lebih singkat dan tingkat kepatuhan industri yang 

lebih tinggi, sehingga meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional (Khan, Haleem, 

& Khan, 2020). Sebaliknya, fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan 

regulatif dapat menurunkan kepastian usaha dan memperlemah daya saing sektor farmasi halal 

dalam perdagangan lintas batas. 

Dalam perspektif ekonomi industri, regulasi halal berfungsi sebagai bagian dari struktur 

institusional yang membentuk perilaku pelaku usaha dan pola persaingan pasar. Teori 

keunggulan kompetitif nasional menekankan bahwa kualitas institusi dan konsistensi kebijakan 
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publik memengaruhi kemampuan sektor industri dalam menciptakan diferensiasi produk dan 

mempertahankan posisi dalam rantai nilai global (Porter, 1990). Dalam konteks farmasi halal, 

diferensiasi tersebut tidak hanya berbasis harga dan kualitas farmasi, tetapi juga pada 

kredibilitas sistem sertifikasi dan pengakuan standar halal di tingkat internasional. 

Literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa harmonisasi standar halal lintas negara 

dapat menurunkan biaya transaksi perdagangan dan memperluas akses pasar produk farmasi 

halal, khususnya di kawasan dengan populasi Muslim besar (Fischer, 2011). Namun, 

perbedaan interpretasi standar dan mekanisme audit antar lembaga sertifikasi masih menjadi 

hambatan struktural dalam pembentukan pasar halal farmasi yang terintegrasi secara global 

(Elgharbawy & Muhammad Yusri, 2023). 

Lokalisasi Produksi dan Ketahanan Rantai Pasok 

Lokalisasi produksi dipahami sebagai strategi kebijakan industri yang bertujuan 

memperkuat basis manufaktur domestik, mengurangi ketergantungan impor bahan baku 

strategis, dan meningkatkan ketahanan pasok sektor farmasi dalam menghadapi gangguan 

global. Dalam konteks farmasi halal, lokalisasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi 

ekonomi, tetapi juga pada pengendalian kehalalan bahan aktif dan eksipien sepanjang rantai 

nilai produksi (Mahadi & Talib, 2023). 

Di Indonesia, kebijakan lokalisasi produksi farmasi diarahkan pada penguatan industri 

bahan baku obat dan pengembangan fasilitas produksi dalam negeri melalui insentif fiskal dan 

regulasi investasi sektor kesehatan. Studi kebijakan menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi 

terhadap impor bahan aktif farmasi membatasi fleksibilitas industri dalam menjaga kontinuitas 

produksi dan konsistensi standar halal, khususnya pada produk yang menggunakan bahan 

berbasis biologis dan kimia kompleks (Kaplan & Laing, 2005). Upaya lokalisasi dipandang 

sebagai mekanisme untuk meningkatkan transparansi sumber bahan dan memperpendek rantai 

pasok, sehingga mempermudah proses audit halal dan pengawasan mutu oleh otoritas nasional 

(Lutfia et al., 2025). 

Malaysia mengintegrasikan kebijakan lokalisasi farmasi halal dengan strategi 

pengembangan klaster industri dan promosi ekspor produk kesehatan berbasis halal. Literatur 

menunjukkan bahwa pembentukan kawasan industri halal dan kemitraan antara produsen 

bahan baku, perusahaan farmasi, dan lembaga sertifikasi memperkuat koordinasi rantai pasok 

dan meningkatkan efisiensi distribusi produk (Latiff, Zakaria, & Man, 2021). Model klaster ini 

mendorong standarisasi proses produksi dan mempermudah penerapan sistem manajemen 

halal pada seluruh tahapan manufaktur, sehingga memperkuat daya saing produk di pasar 

regional dan internasional. 

Arab Saudi menempatkan lokalisasi produksi sebagai bagian dari transformasi struktur 

ekonomi dan kebijakan substitusi impor sektor kesehatan. Pendekatan ini mengaitkan investasi 

asing langsung dengan kewajiban transfer teknologi dan pengembangan fasilitas produksi lokal 

untuk obat esensial dan produk bernilai tambah tinggi (DinarStandard, 2024). Strategi tersebut 

bertujuan memperkuat ketahanan pasok nasional dan membangun kapasitas industri farmasi 

halal yang mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus mengembangkan potensi ekspor 

ke kawasan Timur Tengah dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. 

Literatur rantai pasok global menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemasok lintas 

negara meningkatkan kerentanan industri farmasi terhadap gangguan logistik, fluktuasi harga 

bahan baku, dan risiko geopolitik. Model jaringan pasok yang terlokalisasi dan terdiversifikasi 

dinilai lebih adaptif dalam menjaga kontinuitas produksi dan stabilitas distribusi produk 

kesehatan (Ivanov & Dolgui, 2020). Dalam konteks halal, struktur pasok yang lebih pendek 

juga mempermudah pelacakan asal bahan dan dokumentasi proses, yang menjadi prasyarat 

utama dalam sistem sertifikasi dan audit halal lintas negara (Khan, Haleem, & Khan, 2020). 

Dari perspektif ekonomi industri, lokalisasi produksi berkontribusi terhadap 

pembentukan kapasitas teknologi nasional dan peningkatan nilai tambah sektor manufaktur. 
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Teori daya saing menekankan bahwa kemampuan negara dalam membangun basis produksi 

domestik yang berbasis pengetahuan dan teknologi akan memperkuat posisi industri dalam 

rantai nilai global (Lall, 2001). Dalam sektor farmasi halal, kapasitas ini tidak hanya 

menentukan efisiensi produksi, tetapi juga kredibilitas standar mutu dan kehalalan produk yang 

dipasarkan ke pasar internasional. 

Namun, literatur kebijakan juga menunjukkan bahwa lokalisasi produksi memerlukan 

dukungan kelembagaan yang kuat dalam bentuk pembiayaan riset, infrastruktur industri, dan 

pengembangan sumber daya manusia. Tanpa integrasi kebijakan yang konsisten, upaya 

lokalisasi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing harga produk 

farmasi halal dibandingkan produk impor dari negara dengan skala ekonomi yang lebih besar 

(Kaplan & Laing, 2005). 

Ekosistem Riset, Inovasi, dan Kapasitas Teknologi 

Ekosistem riset dan inovasi dipahami sebagai struktur kelembagaan yang 

menghubungkan universitas, lembaga penelitian, industri, dan pemerintah dalam proses 

produksi pengetahuan dan pengembangan teknologi sektor farmasi. Dalam konteks farmasi 

halal, ekosistem ini tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan formulasi obat baru, tetapi juga 

untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan selaras dengan standar halal dan 

kerangka regulasi nasional serta internasional (Mahadi & Talib, 2023). 

Indonesia menunjukkan penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam 

pengembangan produk farmasi melalui skema pendanaan riset terapan dan kemitraan dengan 

industri obat dalam negeri. Studi kolaborasi universitas–industri menegaskan bahwa 

keterlibatan sektor akademik berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pengujian mutu, 

transfer pengetahuan teknologi, dan percepatan proses validasi produk sebelum masuk tahap 

komersialisasi (Perkmann et al., 2013). Dalam sektor halal, keterkaitan ini juga mendukung 

pengembangan metode analisis bahan kritis dan verifikasi kehalalan eksipien berbasis 

pendekatan ilmiah yang terstandarisasi (Mahadi & Talib, 2023). 

Malaysia mengintegrasikan pengembangan riset farmasi halal dengan kebijakan inovasi 

nasional dan penguatan pusat unggulan halal yang berfokus pada pengujian, sertifikasi, dan 

pengembangan teknologi produksi. Literatur menunjukkan bahwa pembentukan pusat riset 

tematik dan fasilitas uji terakreditasi mempercepat siklus inovasi dan meningkatkan 

kredibilitas hasil penelitian di mata pelaku industri dan pasar internasional (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000). Model ini memperkuat posisi Malaysia sebagai salah satu referensi standar 

halal di kawasan Asia Tenggara dan mendorong komersialisasi hasil riset farmasi berbasis 

halal. 

Arab Saudi menempatkan inovasi farmasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi 

berbasis pengetahuan yang diarahkan melalui kebijakan diversifikasi industri dan penguatan 

kapasitas teknologi sektor kesehatan. Pendekatan ini mengaitkan investasi riset dengan 

pengembangan infrastruktur laboratorium dan insentif bagi perusahaan farmasi yang 

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam negeri (DinarStandard, 2024). 

Strategi tersebut bertujuan membangun basis teknologi nasional yang mampu mendukung 

produksi obat halal bernilai tambah tinggi dan meningkatkan posisi industri farmasi dalam 

rantai nilai regional. 

Literatur inovasi industri menekankan bahwa intensitas riset dan kualitas jaringan 

kolaborasi menjadi faktor penentu dalam pembentukan keunggulan kompetitif sektor berbasis 

teknologi. Negara dengan sistem inovasi yang terkoordinasi dan dukungan kebijakan yang 

konsisten cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mengadopsi teknologi baru dan 

mengkomersialisasikan hasil penelitian (Lall, 2001). Dalam sektor farmasi halal, kemampuan 

ini berkorelasi dengan kecepatan pengembangan produk yang memenuhi standar mutu, 

keamanan, dan kehalalan secara simultan. 
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Transformasi digital memperluas dimensi ekosistem inovasi melalui pemanfaatan 

kecerdasan buatan dan analitik data dalam penelitian farmasi. Studi komputasi farmasi 

menunjukkan bahwa pembelajaran mesin meningkatkan efisiensi seleksi kandidat senyawa dan 

mengurangi biaya serta waktu dalam tahap awal penemuan obat (Vamathevan et al., 2019). 

Integrasi sistem berbasis data juga memperkuat pengawasan mutu dan pelacakan proses 

produksi, yang relevan dalam mendukung sistem jaminan halal berbasis bukti ilmiah 

(Schneider et al., 2020). 

Namun, literatur kebijakan inovasi menyoroti bahwa kesenjangan kapasitas riset dan 

infrastruktur teknologi antar negara dapat menghasilkan perbedaan signifikan dalam tingkat 

adopsi inovasi sektor farmasi. Negara dengan keterbatasan pendanaan riset dan sumber daya 

manusia cenderung bergantung pada transfer teknologi dari luar negeri, yang berpotensi 

membatasi kemandirian industri dalam jangka panjang (Lall, 2001). 

Kinerja Perdagangan dan Struktur Industri Farmasi Halal 

Kinerja perdagangan sektor farmasi halal merefleksikan posisi daya saing nasional dalam 

rantai nilai industri kesehatan global. Dalam perspektif ekonomi industri, struktur pasar, 

kapasitas produksi, dan akses terhadap jaringan distribusi internasional menentukan 

kemampuan suatu negara untuk mengekspor produk farmasi bernilai tambah tinggi dan 

mempertahankan pangsa pasar regional (Porter, 1990). 

Indonesia menunjukkan kinerja perdagangan farmasi yang masih didominasi oleh impor 

bahan baku aktif dan produk antara, sementara ekspor produk jadi cenderung terbatas pada 

pasar regional. Literatur industri farmasi menegaskan bahwa ketergantungan pada input impor 

membatasi fleksibilitas harga dan mengurangi margin nilai tambah domestik dalam struktur 

perdagangan nasional (Kaplan & Laing, 2005). Dalam konteks farmasi halal, kondisi ini juga 

memengaruhi konsistensi penerapan standar halal pada tahapan hulu, terutama pada proses 

verifikasi bahan baku dan eksipien yang berasal dari luar negeri. 

Malaysia memiliki struktur perdagangan farmasi yang lebih terintegrasi dengan jaringan 

pasar halal internasional, khususnya melalui ekspor produk farmasi dan layanan sertifikasi ke 

negara-negara Asia dan Timur Tengah. Studi rantai pasok halal menunjukkan bahwa 

keberadaan lembaga sertifikasi yang diakui secara global memperkuat posisi negara sebagai 

simpul distribusi dan referensi standar dalam perdagangan produk halal lintas negara (Khan, 

Haleem, & Khan, 2020). Keunggulan ini meningkatkan daya tawar industri farmasi Malaysia 

dalam menarik investasi dan membangun kemitraan produksi dengan perusahaan 

multinasional. 

Arab Saudi menempatkan sektor farmasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi 

ekonomi dan penguatan basis industri nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dalam 

negeri dan perluasan akses pasar regional. Laporan industri menunjukkan bahwa investasi pada 

fasilitas manufaktur dan insentif perdagangan diarahkan untuk mengurangi ketergantungan 

impor dan memperkuat posisi ekspor produk farmasi ke kawasan Timur Tengah dan Afrika 

Utara (DinarStandard, 2024). Pendekatan ini mengaitkan kebijakan perdagangan dengan 

pembangunan struktur industri yang lebih berorientasi pada produksi bernilai tambah. 

Struktur industri farmasi halal juga dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi pasar dan 

keberadaan perusahaan dominan dalam rantai nilai nasional. Literatur ekonomi industri 

menunjukkan bahwa pasar dengan konsentrasi tinggi cenderung memiliki hambatan masuk 

yang besar, tetapi juga memiliki kapasitas investasi riset dan ekspansi perdagangan yang lebih 

kuat (Porter, 1990). Sebaliknya, struktur pasar yang lebih terfragmentasi dapat meningkatkan 

persaingan harga, namun sering kali menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan riset dan 

penetrasi pasar internasional. 

Dalam perspektif rantai nilai global, kemampuan negara untuk menguasai tahapan 

produksi bernilai tinggi, seperti formulasi lanjutan, pengujian mutu, dan sertifikasi, menjadi 

faktor penentu posisi dalam perdagangan farmasi halal. Studi global value chain menegaskan 
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bahwa penguasaan fungsi bernilai tambah meningkatkan ketahanan industri terhadap fluktuasi 

pasar dan memperkuat posisi tawar dalam jaringan produksi internasional (Gereffi et al., 2005). 

Namun, literatur juga mencatat bahwa perbedaan kebijakan perdagangan, tarif, dan 

pengakuan sertifikasi halal antar negara dapat menciptakan friksi dalam arus ekspor produk 

farmasi halal. Keterbatasan harmonisasi standar dan perbedaan prosedur kepabeanan 

berpotensi meningkatkan biaya transaksi dan memperlambat integrasi pasar halal global 

(Fischer, n.d.). 

Dukungan Kebijakan dan Tata Kelola Kelembagaan 

Dukungan kebijakan dan tata kelola kelembagaan berperan sebagai fondasi struktural 

dalam pengembangan sektor farmasi halal karena menentukan arah regulasi, alokasi sumber 

daya, dan koordinasi antar aktor dalam sistem industri nasional. Dalam perspektif ekonomi 

kelembagaan, kualitas institusi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan industri, 

kepastian hukum, dan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem regulasi yang berlaku 

(North, 1990). 

Indonesia menempatkan pengembangan sektor farmasi halal dalam kerangka kebijakan 

industri nasional dan sistem jaminan produk halal yang dikoordinasikan oleh lembaga negara 

dan otoritas teknis sektor kesehatan. Literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa koordinasi 

lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci dalam memastikan konsistensi antara 

regulasi halal, standar mutu obat, dan kebijakan penguatan industri farmasi domestik (R. 

Rahmawati & Hasan, 2024). Keterpaduan tata kelola ini memengaruhi kecepatan sertifikasi, 

kepastian prosedural, dan iklim investasi di sektor farmasi halal.  

Malaysia mengembangkan model tata kelola halal yang lebih terpusat melalui lembaga 

sertifikasi nasional yang berfungsi sebagai otoritas standar dan rujukan internasional. 

Pendekatan ini memperkuat legitimasi sertifikasi halal Malaysia dalam perdagangan lintas 

negara dan meningkatkan daya tarik negara sebagai pusat pengembangan dan pengujian produk 

farmasi halal (Fischer, 2011). Literatur kelembagaan menegaskan bahwa kejelasan mandat dan 

stabilitas regulasi meningkatkan efektivitas kebijakan industri dan mengurangi biaya 

kepatuhan bagi pelaku usaha (North, 1990). 

Arab Saudi mengintegrasikan penguatan sektor farmasi dalam agenda transformasi 

ekonomi nasional yang berorientasi pada diversifikasi industri dan pengembangan sektor 

berbasis pengetahuan. Kebijakan ini mengaitkan insentif investasi, penguatan kapasitas 

regulasi, dan pembangunan infrastruktur industri dalam satu kerangka kelembagaan yang 

terkoordinasi (DinarStandard, 2024). Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan 

kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan industri farmasi halal dan peningkatan daya saing 

di pasar regional. 

Literatur kebijakan industri menunjukkan bahwa efektivitas dukungan negara terhadap 

sektor manufaktur bergantung pada kemampuan institusi dalam merancang kebijakan yang 

adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Negara dengan kapasitas 

kelembagaan yang kuat cenderung mampu mengintegrasikan kebijakan perdagangan, inovasi, 

dan regulasi dalam satu strategi pembangunan industri yang koheren (Lall, 2001). 

Namun, perbedaan tingkat kapasitas birokrasi dan koordinasi antar lembaga dapat 

menghasilkan variasi dalam kualitas implementasi kebijakan sektor farmasi halal. Keterbatasan 

dalam sistem pengawasan, transparansi prosedural, dan mekanisme evaluasi kebijakan 

berpotensi menghambat efektivitas tata kelola dan mengurangi kepercayaan pelaku industri 

(North, 1990). 

Berdasarkan analisis komparatif, dukungan kebijakan dan tata kelola kelembagaan 

berfungsi sebagai determinan lintas sektor yang memengaruhi kinerja regulasi halal, kapasitas 

inovasi, dan struktur perdagangan farmasi halal. Negara yang mampu membangun kerangka 

kelembagaan yang terkoordinasi, transparan, dan adaptif cenderung memiliki kapasitas lebih 
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besar dalam mendorong pertumbuhan industri farmasi halal yang berkelanjutan dan berdaya 

saing di tingkat regional dan global. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menganalisis pengembangan sektor farmasi halal di Indonesia, Malaysia, 

dan Arab Saudi melalui empat indikator utama, yaitu regulasi dan sertifikasi halal, lokalisasi 

produksi, ekosistem riset dan inovasi, kinerja perdagangan dan struktur industri, serta 

dukungan kebijakan dan tata kelola kelembagaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa daya 

saing sektor farmasi halal tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap standar halal, 

tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan kebijakan industri, kapasitas 

manufaktur, dan sistem inovasi ke dalam satu kerangka pembangunan sektor yang koheren. 

Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penguatan regulasi halal dan peningkatan peran 

kelembagaan negara dalam sistem sertifikasi, namun masih menghadapi keterbatasan pada 

aspek kemandirian bahan baku dan penguasaan tahapan produksi bernilai tinggi. Malaysia 

menampilkan konfigurasi kelembagaan yang lebih terpusat dan diakui secara internasional, 

sehingga mampu memperkuat posisi sektor farmasi halal dalam perdagangan regional dan 

jejaring sertifikasi global. Arab Saudi mengaitkan pengembangan farmasi halal dengan agenda 

transformasi ekonomi nasional, yang tercermin dalam peningkatan investasi manufaktur dan 

penguatan kapasitas teknologi sektor kesehatan. 

Secara komparatif, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan kinerja sektor farmasi 

halal antar negara dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, tingkat integrasi 

kebijakan riset dan industri, serta orientasi strategi perdagangan. Temuan ini menegaskan 

bahwa keberhasilan pengembangan sektor farmasi halal bergantung pada sinergi antara 

regulasi halal, struktur industri, dan kapasitas inovasi dalam membangun posisi daya saing di 

rantai nilai global. 

Saran 

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. 

Pertama, Indonesia perlu memperkuat kebijakan lokalisasi bahan baku farmasi dan 

meningkatkan insentif bagi industri hulu untuk mengurangi ketergantungan impor dan 

memperkuat nilai tambah domestik dalam rantai produksi farmasi halal. Kedua, Malaysia 

disarankan untuk memperluas peran pusat unggulan halal dalam mendorong komersialisasi 

hasil riset dan memperkuat jejaring inovasi lintas negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. 

Ketiga, Arab Saudi dapat mengoptimalkan kebijakan investasi dan transfer teknologi untuk 

mempercepat penguasaan tahapan produksi bernilai tinggi, khususnya pada produk biologis 

dan obat berbasis teknologi lanjut. 

Secara umum, ketiga negara perlu mendorong harmonisasi standar halal lintas kawasan 

melalui penguatan kerja sama kelembagaan dan pengakuan sertifikasi bersama guna 

mengurangi hambatan perdagangan produk farmasi halal.Selain itu, penguatan integrasi antara 

kebijakan riset, inovasi teknologi, dan tata kelola industri dipandang penting untuk 

membangun sektor farmasi halal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika pasar 

kesehatan global. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar analisis dilengkapi dengan data primer 

melalui wawancara dengan regulator, pelaku industri, dan lembaga sertifikasi halal guna 

memperdalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan di tingkat operasional. 

Penggunaan pendekatan kuantitatif, seperti analisis kinerja perdagangan dan produktivitas 

industri, juga dapat memberikan perspektif empiris tambahan dalam menilai daya saing sektor 

farmasi halal pada konteks lintas negara. 
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